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PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
PAPUA DOBERAI MANDIRI (PADOMA )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumber daya
alam cukup besar baik berupa mineral maupun minyak dan
gas bumi yang saat ini masih dalam tahap ekspolorasi

maupun eksploitasi ;

bahwa manfaat dan potensi sumber daya alam tersebut
bumi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat;

bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah
dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah  untuk
melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha
hilir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu dibentuk
Perseroan terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri
(PADOMA)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomorl 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);



Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat,
Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika,
Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173 Tahun
1999, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonenesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor}esia
Nomor 4548);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonenesia Nomor 39 Tahun 1998);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonenesia Tahun
2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonenesia Nomor 4216);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonenesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonenesia
Nomor 4435);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonenesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonenesia Nomor
4436);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara  Republik Indonenesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Repgiblik

Indonenesia Nomor 4578);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998

tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun

2007 tentang Investasi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Menetapkan

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) PAPUA DOBERAI
MANDIRI (PADOPMA).

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.

2.  Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu

Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Barat

Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat.

Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) adalah Badan
Usaha Milik Daerah Provinsi Papua Barat dibidang minyak dan gas bumi.
Participating Interest adalah keikut sertaan Pemerintah Provinsi Papua
Barat dalam bentuk saham pengelolaan potensi sumber daya alam baik
yang dapat diperbaharui (renewable resources) maupun yang tidak dapat
diperbaharui (unrenewable resources) berupa mineral maupun minyak dan
gas bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai
Mandiri (PADOMA).

Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri
(PADOMA).

Saham adalah bukti pemilik modal Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai
Mandiri (PADOMA) baik berupa uang maupun barang.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai
Mandiri (PADOMA).

Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai
Mandiri (PADOMA).

Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam
yang dapat dikembangbiakkan seperti pertanian, perkebunan, perikanan
maupun peternakan dan lain sebagainya yang dapat dibudidayakan.
Sumber Daya Alam vyang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya

alam yang pemanfaatannya tidak dapat diperbaharui.



